
BERITADAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 115 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 115 TAHUN 2008 

TENTANG 
PEDOMANPENILAIANUSULANPENERAPANPOLA 

PENGELOL� KEUANGANBADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH 

DENG AN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA 
GUBERNURJAWATENGAH 

Menirp.oong a. bahwadalamrangkamempennudah Tun Penilai 
Pola Pengelolaan Keuan�an Badan Layanan 
Umum Daerah terhadap usulan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah atau UnitKerja Provinsi Jawa 
Tengah yang akan menerapkan PPK-BLUD 
harus dilakukan secara cermat, transparan dan 
obyektif; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan sesuai dengan PeraM'an 
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 

• 
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PER/62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian 
Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian 
UsulanPenerapanPolaPengelolaanKeuangan 
BadanLayanan Umum Daerah (PPK-BLUD); 

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsiJawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
TambahanLembaranNegaraRepublikindonesia 
Nomor4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan PengelolaanDan Tanggungjawah 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

. 6. Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia 
Nomor 4844); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentangPengelolaanKenangan BadanLayanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

8. Paaturan Pemeti.Mab Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor49, Tambahan LembaranNegara 
Republik IndonesiaNomor 4503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambabanl.emberan'Negara 
Republik IndonesiaNomor 4578); 

1 O.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang PedomanPenyusunan danPenerapan 
St.andar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
TambahanLembaranNegaraRepubliklndooesia 
Nomor 4585); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006· 
• 
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tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (LembaranDaerahProvinsi Jawa Tengah 

· Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Jawa 
Tengah Nomor 7); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
denganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/ 
PMK.02/2006 tentang PersyaratanAdministratif 
Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan 
Satker Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan 
PPK BLUD sebagaimna telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/ 
PMK.05/2007; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/ 
PMK.02/2006 tentang KewenanganPengadaan 
Barang dan Jasa pada BLU; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/ 
PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan 
Pengawas Pada BLU sebagaimana tel ah diubah 

Menefapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
109/ PMK.05/2007; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ 
PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan 
Remunerasi Bagi PejabatPengelolaan, Dewan 
Pengawas dan Pegawai BLU sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 73/PMK.05/2007 tanggal 28 Juni 2007; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/ 
PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, 
Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan RBA 
serta DokumenPelaksanaan anggaranBLU; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 
Talnm2007tentangPedomanTeknisPengelolaan 
Keuangan Badan Layaoan Umum Daerah; 

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor PER-62/PB/ 2007 tentang Pedoman 
Penilaian usulan Penerapan Pengelolaan 
KeuanganBadanLayanan Umum; 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
TENTANG PEDOMANPENILAIAN USULAN 
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN 
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH. 
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BABI 7. 
KETENTUANUMUM 

Pasal 1 
Dalam Peratman Gubemurini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalahProvinsi Jawa Tengah. 

8. 
2. Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
3. BadanLayanan Umum Daerahyang selaajutnyadisingkatBLUD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada 
SatuanKerjaPerangkatDaerah di lingkungan pemerintah daerah 
yang chl>entuk untukmemberikan pelayanankepadamasyarakat 9. 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan 
kegiatanoya didasarlcan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

4. PolaPengelolaanKenangao BadanLayanan UmumDaerahyang 
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan 
keuaogan yangmemberikanflekst'bilitas berupakeleluasaan untuk 10. 
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukankesejahteraan umum danmencerdaskankehidupan 
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah pada umumnya. 

5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang · IL 
Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang 
dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. 

6. Peningkatan status Badan Layanan Umum Daerah adalah 
meningkatnyastatus satuan kerja atau unitkerja yang menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 12. 
bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
pen uh. 
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Penurunan status Badan Layanan Umum Daerah adalah 
menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah 
penuh menjadi satuan kerja atau unitkerja yang menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangao Badan Layanao Umum Daerah 
bertahap. 

Pencabutan status Badao Layanan Umum Daerah adalah 
kembalinya status satuankerja atau unitkerja yang menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangao Badan Layaoan Umum Daerah 
penuh atauPolaPengelolaanKeuaogan Badan Layanan Umum 
Daerah bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa. 

Satuan Kerja Peraogkat Daerah yang menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
selanjutnya disingkat BLUD SKPD adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang 
menerapkanPolaPengelolaanKeuangao BadanLayanan Umum 
Daerah. 
Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
menerapkanPolaPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum 
Daerah selanjutnyadisingkatBLUD-UnitKerjaadalah UnitKerja 
pada SatuanKerjaPerangkat Daerah di linglrungan pemerintah 
daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangao Badan 
,Layanan Umum Daerah. 
Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkatRenstraBisnis BLUD adalah dokumen lima 
tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengulruran 
pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan 
Layanan Umum Daerah. 
Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentaog 
tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan 
Umum Daerahkepadamasyarakat. 



13. Praktek ibisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan 
berlcesinambungan. 

BABII 
PERSYARATAN DAN PENILAIAN 

Bagian Kesatu 
Persyaratan · 

Pasal2 
Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau UnitKerja, harus memenuhi 
persyaratan substantif teknis, dan administratif. 

BagianKedua 

Pasal3 
Penilaian bersyaratan administratif di1akukan oleh Tun Penilai yang 
keanggotaannyad.itetapkan Gubemur. 

Pasal4 

Pedoman penilaian penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Gubemur ini. 

BAB ID 
PENETAPAN PPK-BLUD 

Pasal 5 
Penetapan persetujuan penerapanPPK-BLUD dapat berupa pemberian 
status BLUD penuh atau status BLUD bertahap. 
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Pasal·6 

Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, telah dipenuhi clan dinilai memuaskan. 

Pasal 7 

(1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun 
persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara 
memuaskan, diberikan status BLUD bertahap. 

(2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara 
memuaskan sebagaimanadimaksud pada ayat (1 ),jika dokumen 
persyaratan administratif belum sesuai dengan yang 
dipersyaratkan. 

Pasal 8 

Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat 
ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpinBLUD 
kepada Gubemur sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD. 

Pasal9 

Penerapan PPK-BLUD berakbir apabila: 

a dicabut oleh Gubemur atas usulan Kepala SKPD melalui 
Sekretaris Daerah; atau 

b. 'berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 

Pasal 10 

PenerapanPPK-BLUD yangpemah dicabut, dapatdiusulkankembali 
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal2. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Gubemurini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengwi.dangan 

Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
�vinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 21 Agustus 2008 
GUBERNURJAWA TENGAH, 

Ud 

ALIMUFIZ 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 21 Agustus 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 
Ud 

HADI PRABOWO 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR 115 

TANGGAL : 21 A GUSTUS 2008 

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN PKK-BLUD 

LAMP IRAN 
PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 
NOMOR : 115TAHUN2008 

I. PENDAHULUAN 
A. LATARBELAKANG 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara memberikan landasan kepada 
instansi pemerintah untukmenerapkanmanajemenkeuangan 
pemerintah yang efisien dan efektif. Pasal 68 dan 69 UU 
tersebut secara khusus memberikan peluang kepada instansi 
pemerintah, yang tugas pokok dan fungsinya memberikan 
pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan pola 
pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan 
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi yang demikian 
disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
PengelolaanKeuanganBadan Layanan Umum memberikan 

, fleksibilitas untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang 
sehat bagi instansi pemerintah, sebagai pengecualian dari 
ketentuan umum pengelolaankeuangannegara. PPK-BLUD 
merupakan contoh penerapan pengelolaan keuangan berbasis 
kinerja pada instansi pemerintah. 

Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan KeuanganDaerah mengamanatkan khususnya 
dalam pasal 150 yaitu ''Pedoman teknis mengenai pengelolaan 
keuangan.BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri DalamNegeri 
setelahmemperolah pertimbangan Menteri Keuangan". Untuk 
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itu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan BadanLayanan Umum Daerah. 

Sehubungan dengan fleksibilitas yang diberikan clan 
tuntutan peningkatan pelayanan publik, penetapan SKPD/Unit 
Kerja pada SKPD yang akanmenerapkanPPK-BLUD harus 
dilakukan dengancermat SKPD atau UnitKerja padaSKPD 
yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis clan 
administratif dapat mengusulkankepada kepala daerah untuk 
menerapkan PPK-BLUD. Penetapan oleh Kepala Daerah 
tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari 
TunPenilai. Tun penilai tfrsebtJtmempmyai tugas untukmeneliti 
dan menilai usulan penerapan PPK-BLUD. Hasil penilaian 
disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi. 

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tun Penilai dan 
dalam rangkamempennudah penilaian, perlumemperbatikan 
usulan, transparansi, dan obyek ti.vitas hasil penilaian Untuk 
itudiperlukansuatuPedomanPenilaian UsulanPenerapanPola 
PengelolaanKeuanganBadan Layanan Umum Daerah yang 
dapat digunakan sebagai instnunen penilaian 

B. Tu.juan 

Tujuan Pedoman Penilaian UsulanPenerapan PPK-BLUD 
iniadalah: 
1. Tersedianya acuan bagi Tun Penilai dalam melakukan 

penilaian atas usulan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD 
yang akan menerapkan PPK-BLUD. 

2. Tersusunnya instrument penilaian bagi tim penilai sesuai 
dengan karakteristik dan potensi daerah; 

3. Terjaganya obyektivitas, transparansi dan kualitas 
penilaian. 

.II. TATA TERTIB TIM PENILAI 

Tata tertib tim penilai adalah sebagai berikut: 

1. Tun penilai wajib hadir dalam rapat penilaian. 

2. Dalam hal anggota ti.m penilai berhalangan, anggota tim penilai 
tersebut dapatmemmjuk pengganti yang memiliki kompetensi di 
bidangnya dan pendapat yang disampaikan oleh pengganti 
dianggap mewakili anggota ti.m penilai yang bersangkutan. 

3. Tim penilai yang tidak hadir clan tidak menunjuk pengganti 
dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat 
penilaian 

4. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil 
berdasarkan musyawarab/mufakat, Jika tidak dapat diputuskan 
denganmusyawarah/mufukatmakadilakukan pemungutansuara 
yang disetujui paling sedikit setengah dari jumlah ti.m penilai yang 
hadir ditambah 1 (satu) suara, 

5. Tun penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menandatangani 
BeritaAcara Hasil Penilaian. 

6. Penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menjagaindependensi, 
obyektivitas, dankerahasiaanhasil penilaian. 

ID. 'UNSUR-UNSURPENILAIAN 

A. Penilaian Persyaratan Substantif dan Teknis 

1. Persyaratan substantif 

Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas rum fimgsi 
SKPD atau Unit Kerja menyelenggarakan pelayanan 
umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik 
(quasipublic goods). 

Pelayanan umum berhubungan dengan: 
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a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 
masyarakat, diutamakan pelayanan kesebatan; 

b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan 
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan 
umum, tidak berlaku bagi pelayanan umum yang banya 
merupak.an kewenangan pemerintah daerah karena 
kewajibannya berdasarkan peraturan perundang- 
undangan, 
Pelayanan umum yang hanyamerupakankeweriangan 
pemerintah daerah antara lain: layanan pungutan pajak 
daerah, layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), layanan pemberian izin mendirikan bangunan 
(IMB). Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu antara 
lain kawasan pengernbanganekonomi terpadu. 

c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan 
ekonomidan/ataupelayanankepadamasyarakatantara 
Jain: 

(1) dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan 
menengah(UMKM); 

(2) dana perumahan. 
2. Persyaratan teknis 

Persyaratan teknis terpenuhi apabila: 
a. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak 

dikelola dan ditingkatkan pencapaiannyamelalui BLUD 
atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau 
kepala SKPD untuk Unit Kerja, antara lain : 

(1) memiliki potensi untuk meningkatkan 
penyelenggaraan pelayanan secara efektif, 
Efisien, dan produktif; 

(2) memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung 
dengan layanan umum kepada masyarakat 

b. kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat 
ditunjukkan oleh tingkatkemampuan pendapatan dari 
layanan yang cenderung meningkat dan e:fisien dalam 
membiayai pengeluaran. 

3. Persyaratan administratif 

Persyaratan administratif terpenuhi, apabila SKPD atau 
Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang 
meliputi: 
a. surat pemyataan kesanggupan untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi 
masyarakat; 

b. pola tata kelola; 

c. rencana strategis bisnis; 
d. standarpelayananmioimal; 

I . 

e. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi 
laporan keuangan; dan 

f laporan audit terakhir atau pemyataan bersedia untulc 
diaudit secara independen. 

. 
IY. TATA CARA DAN KRITERIAPENILAIAN 

A. TATACARAPENILAIAN 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah 
ditetapkan yang berisikannomormut, dokumen administratif 
yang dinilai,nilai bobot dokumen, indikator, unsuryang dini1ai, 
nilai per unsur ( dalam angka 0- 10), bobot per unsur yang 
dinilai, basil penilaian per unsur, dan nilai akhir. 
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1. Nomor urut 

Nomor urut adalahnomor urutan dokumen administrasi 
yang akan dinilai. 

2. Dokwnen administratif yang dinilai 
Dokumen administratif yang dinilai adalah dokumen­ 
dokumen persyaratan administratif yang terdiri dari 
pemyataankesanggupan, pola tatakelola, rencana strategis 
bisnis, laporankeuangan pokok, standarpelayananminimal 
(SPM) clan penilaian audit terakhir atau pe�Y,ataan 
bersedia untuk diaudit 

3. N'tlai bobot dokmnen 
Nilai Bobot dokumen adalab pembobotan terhadap 
dokumen administra.tif yang berdasarkan pada tingkat 
kepentingandolamendengan menggunakan CARL :yaitu 
kemampuan uolukmencapainya (Capability), bisaditmma 
(Acceptability), dapat diandalkan (Reliability), dan 
mengandung daya ungkit yangtinggi (Leverage). Bobot 
rnasing-ma9ngpersyandanadminisuatif secarakeseluruban 
sebagai berikut: 

No Dokmnen penycu:atanadministratif Bo bot 

1 Pemyataan.Kesanggupan Meningkatkan 5% 
Kinerja 

2 Pola Tata Kelola 20% 
3 Rellama Strategis Bisnis 30% 
4 Standar Pelayanan Minimmn 20% 
5 LaJ!!!ran Keuan1an Pokok atau 20% 

prognosa/proyeksi laporan keuangan 
6 Laporan audit terakhir atau pemyataan 5% 

bersedia diaudit. 

Total 100% 

4. Indikator 

Indikator adalah suatu alat ukar untuk mengetahui adanya 
penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebagai 
bahan untuk pengambilan keputusan. 

5. Unsuryang dinilai 

Unsuryang dinilai ada1ah unmMmsuryang harus tercantum 
dan merupakan bagian dari dokumen yang dinilai. 
Selengkapnya tertera di dalam form penilaian 

6. Nilai per unsur 

Nilai per unsur adalah angka yang cliberikan pada setiap 
unsur dari unsuryang dinilai. Nilai perlll'.9JI'menggunakan 
skala dengan rentang angka antara O sampai dengan I 0. 

7. Bobot per unsur 

Bobot perunsur adalah pembobotan terbadapunsuryang 
dinilai yang sndah ditentukan di da1am pedoman ini 
berdasarkan CARL. 

• 8. Hasil Penilaian 

Hasil Penilaian adalah pengalian antaranilai padarentang 
angka penilaian dengan bobot unsurmasing-masing. 

9. Nilai Total 

Nilai total adalah basil penilaian dikalikan dengan bobot 
dokumenadministrati:t: 

B. Kriteria Penilaian 

Hasil akbirpeni]aian chbmdingkan dengan kriteriasesuai foen 
laiteria yang terdiri dari laiteria, basil penilaian, kesimpulan 
dan status yang direkomendasikan. 
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Kriteria tersebut yaitu : 

No Nilai Kriteria Status 

1. 80- 100 Memuaskan BLUDpenuh 
2. 60- 79 Belum terpenuhi secara BLUD bertahap 

memuaskan 
3. Kurang Tidak memuaskan Ditolak 

dari60 

Jika salah satu dari enam persyaratan administratif tidak 
terpenuhi, maka permohonan menjadi PPK-BLUD ditolak 
dan clapat diajukan kembali jika seluruh persyaratan sudah 
terpenuhi. 
Dalam hal penetapan status BLUD, terdapat batas-batas 
tleksibilitas sebagai berikut: 

• Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas­ 
batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat 
dikelola 1angsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, 
serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur 
pengelolaan keuangan. 

• Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam 
hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan 
pengadaan barang dan/atau jasa. 

Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan dan fleksibilitas 
yang tidak diberikan, ditetapkan bersamaan dengan penetapan 
status BLUD. 

V. BERITAACARAHASILPENILAIAN 

Berdasarkan basil akhir penilaian terhadap dokumen persyaratan 
administratif SK.PD/Unit Kerja yang mengajukan untuk 
menerapkan PPK-BLUD, Tim Penilai membuat BeritaAcara 
Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim 
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Penilai yang hadir sebagaimana contoh terlampir. BeritaAcara 
Hasil Penilaian tersebut merupakan bahan pertimbangan/ 
rekomendasi bagi Gubemur dalam memberikan keputusan 
penetapan ataupun surat penolakan. 
Berita Acara Hasil Penilaian terdiri dari: 

I. Berita Acara Hasil Penilaian yang memuat basil keputusan 
rapat Tun Penilai berupa pemberian rekomendasi penerapan 
atau penolakan PPK-BLUD sebagaimana Format A.I. i 

2. Analisis/komentar singkat atas masing-masing dokumen 
persyaratan administratif dan kesimpulan akhir yang diambil 
oleh Tun Penilai sebagaimanaFonnat A.2. 

3. Nilai dari masing-masing dokumen persyaratan administratif 
sebagaimana FonnatA.3 dan FonnatA4 

VI. PENETAPAN STATUS BLUD 

I. Penetapan pers-etujuan/penolakaa penerapan atau 
peningkatan, status PPK-BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan 
sejak usulan diterima kepala daerah secara lengkap. 

2. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan kepala daerah tidak 
menetapkan keputusan, usulan dianggap disetujui. 

3. Dalam bal batas waktu3 (tiga) bulan terlampaui, piling lambat 
I (satu)bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, 
kepala daerah menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk 
penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD. 

VII. DEFINISI OPERASIONAL. 

Definisi Operasional dari unsur-unsur yang dinilai sebagaimana 
FonnatB 

VIll. PROSES KERJA TIM PENILAI 
SebagaimanaFonnat C. 
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IX. REKOMENDASI PENERAPAN PPK-BLUD 

sebagaimana Format D.1 dan D.2 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

ttd 

ALIMUFIZ 

FORMATA.1 

BERITAACARAHASILPENil.,AIAN 
USULANPENERAPANPOLAPENGELOLAANKEUANGAN 

BADAN LAYANANUMUM DAERAH 

dalam rangka 

Penetapan <Nama SKPD atau Unit Kerja> untuk Menerapkan PPK-BLUD 

Nomor: . 

Pada <hari, tanggal/bulan/tahun> telah diadakan rapat Tim Penilai Usulan 
Penerapan, Peningkatan, Pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah untuk melakukan penilaian terhadap dokumen 
persyaratan administratif: 

Nama SKPD atau Unit Kerja 

Alamat 

Surat Usulan 

Hasil Penilaian 

Berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai memberikan rekomendasi bahwa 
<nama SKPD/Unit kerja>: 

a Dapat menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD penuh 

b. Dapat menerapkan PPK-BLUD dengan status BLU bertahap 

c. Ditolak untuk menerapkan PPK-BLUD 

De.mikian BeritaAcara ini dibuat dengan sebenamya dan ditandatangani oleh: 

Nama Anggota Jabatan Kedudukan Tanda Tangan 
dalamTIM 
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1. ······················· 
2 . 
3. ······················· 
4 . 
5 . 
6.- . 

Sekda 
PPKD 

Kepala Bappeda 
Inspektur 

( dari tenaga ahli) 

Ketua 
Sekretaris 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
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PROSES KERJA TIM PENILAI 
Proses kerja tim penilai diilustrasikan dalam flowchart di bawah ini. 

Formate 

.... 

PROSES PENETAPAN PPK-8UJD SKPD 
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FORMATO.I 

TIM PENILAI PPK- BLVD 

REKpMENDASIPENERAPANPOLAPENGEl.OLAANKEUANGAN 
BADANLAYANANUMUMDAERAH 

Nomor: .. 

Berdasarkan basil penilaian terhadap dokumen administratif ( nama SKP DI 
unit Kerja) yang mengajukan permohonan untuk menerapkan PPK - BLUD, 
bersama ini Tim Penilai PPk - BLUD Provinsi merekomendasikan bahwa 
(nama SKPD/Unit Kerja) LAYAKmenerapkan PPKBLUD dengan status (BLUD 
Pen uh atau BLUD Bertahap1) •••••••• 

Dengan catatan : 

..................................... • . 

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan Gubemur 
untuk menetapkan (nama SKPD/Unit Kerja) menerapkan PPK- BLUD . 

.................. , ·································· 
ttd 

(Ketua Tim Penilai) 

I Pilih salah satu 
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FORMATD.2 

TIM PENILAI PPK- BLUD 

REKOMENDASIPENERAPANPOLAPENGELOLAANKEUANGAN 
BADANLAYANANUMUMDAERAH 

Nomor: .. 

Berdasarkan basil penilaian terhadap dokumen administratif (namaSKP DI 
unit Kerja) yang mengajukan permohonan untuk menerapkan PPK - BLUD, 
maka bersama ini Tim Penilai PPK - BLUD Provinsi merekomendasikan bahwa 
(nama SKPD/Unit Kerja) TIDAK/BELUM LAYAKmenerapkan PPK 
BUJD. 

Dengan catatan : 

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan Gubemur 
untuk menolak (nama SKPD/Unit Kerja) menerapkan PPK- BLUD . 

.................. , ·································· 

ttd 

(Ketua Tim Penilai) 
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LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
Nomor 115 TAHUN 2008 
Tanggal 21-Agust-OB 
FORMAT A2 

KESIMPULAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) 

NO. ·s;,.,1,·· 
1 Pemyataan Kesanggupan 

Menlngkatkan Klnerja 

2 Pola Tata Kelola 

3 Rencana Strategls Blsnls 

4 Laporan Kauangan Pokok 

5 Standar Pelayanan Minimum 

6 Penllalan Audit Terakhlr atau 
Pemyataan Bersedla untuk 
Olaudlt 

7 Lain-lain 

KESIMPULAN 

*)Catalan: 
Kolom Analsls/Komentar dllsi dengan anaHals atau komentar ataa masing-maslng dokumen admlnlstratlf termasuk kekurangan dokumen 
admtnlstratlf yang masih perlu dlperbalkl di masa yang akan datang. Kolom kesimpulan dllsl dengan keslmpulan hasll penllalan yang akan 

ti dltuangkan dalam Serita Acara Halli Penllalan. 
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Deflnlsl Operaslonal 

LAMPI RAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
Nomor : 115 TAHUN 2008 
Tanggal : 21 AGUSTUS 2008 
Form11t : B 

E:rri�i;1;··::.·:- :.�:.-�\:}'! !1':· !or�: [\�-�;J�'11. M' �·i!��� ·.; :. l}�· �J; ::i: . � ·::; ! :::�tt:J�r:;ttJJ�ftf.J� 
1 Keseaualan dengan formal Keaeaualan dengan format yang dltetapkan Sesual 10 

yang dltetapkan adalah antara format yang dlajukan dengan Tldak Sesual 0 
format dalam lamplran Permendagrl 
Nomor 61 Tahun 2007 . 

2 Ditandalanganl oleh Kepala Maleh format yang sudah lerlsl lengkap Jlka ditandatanaani 10 
SKPD/Unlt kerja dan dan ditandatanganl oleh kepafa SKPD/Unll Jlka tldak ditandatanganl 0 
dlketahul Sekda atau Kepala kerja serta dlketahul Sekda atau Kepala 
SKPD SKPD 

3 Struktur Organlsasl Struktur organlsasl menggambarkan Ada struktur dan lengkap, 10 
poslsl Jabatan yang ada pada SKPD & sesual dengan Permendagrl 
hubungan wewenang atau tang11,ung Jawab Nomor61 Tahun 2007 

Ada struklur kurang lengkaD 6 
Tldak ada struktur 0 

4 Prosedur Kerja Proaedur kerja menggambarkan wewenang Ada prosedur vana lenakao 10 
atau tanggungJawab maslng-maslng Ada wewenang den tanggung 6 
Jabatan dan prosedur yang dllakukan dalam Jawab, namun prosedur 
palaksanaan tugaanya 1oetaksanaan tuaas tklak lenakaD 

Ada prosedur kerja, tetap tldak 4 
Ada W9W911ang den tanggung 
,awab 
Tldak ada prosedur kerla 0 � 
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5 Pengelompokan yeng logia Peogelompokan yang logia merupakan Ada pengelompokkan yang 10 

struktur organlsasl yang logls dan sesual logis dan lengkap 
dengan prlnslp pengendallan Intern 

Pengelompokkan fungsi-fungsi : pelayanan Ada pengelompokkan yang logia 6 
(seN/ces) & pendukung (supporting) tetapl penempatannya tldak 

sesual. 
Tidak ada pengelompokkan 0 
funasl vana loals 

6 Pengek>iaan SDM (penerl- Pengelolaan SDM (penerimaan pegawal, Penaetolaan SDM vano lengkap 10 
maan pegawal, penempatan, penempetan, slstem remuneraai, Jenjang Pengelolaan SDM yang lengkap 8 
alstem remunerasl, Jenjang kartr, pemblnaan termasuk slstem reward kecuall kebijakan pemutusan 
karir, pembinaan termasuk dan punishment, pemutusan hubungan hubunaan kerla 
alatem reward dan punish- kerja) Pengetolaan SDM lengkap 6 
ment, pamutusan hubungan kecuali kebljakan pemutusan 
kerja) hubunaan keria dan pembinaan 

Pengetoiaan SOM lengkap 4 
kecuali kebijakan pemutusan 
hubungan kerja, pembinaan dan 

,ieniana karir 
Pengelolaan SDM hanya 2 
memilikl kebijakan rekruitment, 
penempatan dan slstem 
remunerasl 
Tidak ada sama sekall 0 

7 Slstem akuntabllitas Slstem akuntabilitas berbasis kinerja Adanya sistem akuntabilitas 10 
berbasls klnerja kinerja yang lengkap sesuai 

- dengan peraturan vana bertaku 
Adanya sistem akuntabililas 8 
namun tidak ada kaitannya 
denaan RPJMD 

� fr:;��:� �J.'.�· -��T'{� !·.I��;� i'� �',,./: 
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Adanya sistem akuntabllitas 4 
tetAni tidak memUlkl alat ukur 
Adanya slstem akuntabilitas, - 2 
namun tidak memiliki alat ukur 
dan tidak berhubungan dengan 
Renstra Bisnis 
Tldak memiliki sistem akunta- 0 
bilitas 

8 Kebljakan keuangan Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai Ada sitem pengelolaan keuangan 10 
(Kebijakan tartf berdasarkan tartf berdasarkan anit cost dan subsidi, akruai (SAK) yang lengkap dan 
unit cost dan subsldi, sistem slstem akuntansl dan keua�an.) kebijakan tartf berdasarkan unit . 
akuntansl dan keuangan) . cost 

Ada sitem pengelolaan keuangan 8 
(SAP) dan memHlkl kebljakan 
tarif berdasarkan unit cost 
Menggunakan slstem keuangan 6 
(SAK atau SAP) tetapl tklak 
memlllki kebijakan tartf yang 
sesuai denoan unit cost 
Ada sltem pengelolaan keuangan 4 
tetapi tldak menggunakan sistem 
akuntansl berbasls SAP 

\ 
Adanya kebijakan tartf berbasis 2 
unit cost tetapl tldak memiliki 
sistem akuntansl dan keuangan 
Tldak ada slstem keuangan 0 
dan kebliakan tarif 

9 Kebijakan pengelolaan Kebljakan pengelolaan llngkungan dan Ada kebljakan mengenal penge- 10 
lingkungan dan limbah lilmbah adalah kebljakan tentang tata cara lolaan limbah dan lingkungan yang 

dan aturan pengelolaan lingkungan dan lengakao (kimla fislk bloloall 
llmbah dalam usaha tercapalnya kesehatan Ada kebljakan pengelolaan llmbah 8 

•·,· linakungan Internal dan ekstemal dan Nngkunaan kimia dan fisik . 
l'I• 
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anya e a an peng aan 
limbah dan lingkungan klmla saja, 
bloloai saia atau ftsik saia 
Ada penglolaan limbah tetapi 4 
tidak ada an llnakunaan 
Ada pengelolaan llngkungan le- 2 
tapi tldak ada oenoelolaan limbah 
Tldak ada kebijakan pengelotaan 0 
llmbah dan linakunoan 

10 Pemyataan visi dan misi adanya pemyataan mengenai visi, mlsi pada Ada pemyataan visl dan mlsl 10 
Rencana Strategls Blsnls minimal untuk yang sesuai dengan definisi 
periode 5 tahun mendatang looeraslonal 
Vlsl: Ada pemyataan visl dan misi 8 
- gambaran mengenal masa depan yang tetapi vtstnya tidak menggambar- 

seolah-olah terjadi saat inl kan mass depan 
- pemyataan yang menantang dan meng- Ada pemyataan visl dan misi 6 

gerakkan semangat tetapi visi tidak realislik dan lidak 
- harus realistik menaaerakkan semanaat 
- blaa terukur (ada indikatomya) Ada pemyataan vlsi tengkap 4 . tetapi misinya tidak menggam- 

. Mlsl adalah pemyataan me,ngenai apa yang barkan mengenai apa yang akan 
akan dlkerjakan, dan sesuatu yang harus dlkerlakan 
diemban atau dilaksanakan 185Uai visi yang Ada pemyataan visl yang lengkap 2 
dlletapkan, slapa yang akan mengerjakan tetapi misi lldak menggambllrkan 
dan slapa yang dllayanl sesuai dengan mengenai apa yang akan diker- 
bidangnya Jakan, dan sesuatu yang harus 

dlemban atau dllaksanakan sesual 
visl yang ditetapkan, siapa yang 
akan mengerjakan dan slapa . yang dilayanl sesual dengan 
bidangnya 
Tidak ada pemyataan visi dan 0 
misi 

:;:..� 
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: ' l ' .. . . . • �·<J ,•:1J• =r: .. ,vi�· - .... ,.,,,. ·�_·,�.� - . ·-· ,, 
11 K8181U8ian Renatra Blsnls Kesesulian Renstra Blarlls 5 tahunan Renstra Bisnls 18Suai dengan 10· 

5 tahunan dengan RPJMD dengan RPJMO adalllh Renstra Blsnia yang kebliakan strategls RPJMD 
tldak menyimpang darl kebljakan strategis Renstra Blsnis tidak sesual de- 0 
RPJMD noan keblJakan strateals RPJMD 

12 Keaesualan vlsl,mlsi, program Kesea�lan vial, mist, program dengan Visi, misi, program sesual dengan 10 
dengan pencapalan klnerja pencapalan klnerja layanan, klnerja pencapaian kinerja pelayanan, 
(klnerja layanan, klnerja keuangan dan klnerja manfaat keuangan dan manfaat bagi 
keuangan dan klnelja . ma,.,,,.rakat 
manfaat) Vlsi, mlsl, program sesuai dengan 8 

pencapalan klnerja pelayanan, 
dan keuangan 
Vasi, misi, program sesual dengan . 6 
pencapaian kinerja pelayanan saja 
atau keuanaan saia 
Vial, mlsl, program sesuai dengan 4 
oencaoalan kineria manfaat 
Tldak ada keseaualan antara vial, 0 
mlal dan program dengan pen- 
capaian klnerja pelayanan, 
keuanoan dan mantaat 

\ 
13 lndlkator kinerja Ukuran klnerja pelayanan, keuangan dan Ada ukuran kinerja lengkap 10 

manfaat untuk mengetahul adanya penytm- denoan taraet kinerla dan SPM 
pangan dari apa yang telah dltetapkin Ada ukuran klnerja lengkap 8 
(target strategla dan SPM) tetapl tidak memlllkl target kinerja 

SPM 
Ada ukuran kinerja lengkap 6 
tetapl tldak memlllki taoet strateois 
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' a •., 
Ada ukuran klnarja lengkap tanpa 4 
ta""'t1trat11<1fsmauounSPM 
Tldak ada ukuran ktnerja, target 0 

.. strateals mauoun SPM 

14 Target klnerja tahunan Target klnerja tahun berjalan adalah target Memlllkl target kinerja strategis 10 
berjalan strategis yang tercantum dalam Renstra pada tahun berajalan dalam 

Bisnls pada tahun yang bersangkutan Renstra ·e1sn1s 
Tldak ada target klnerja tahun 0 
berlalan 

15 Gambaran program 5 tahunan Gambaran program 5 tahunan adalah Ada gambaran nrn<1ram 5 tahunan 10 
tergambamya program tahunan selama Tldak ada gambaran program 0 
5 tahun di dalam Rencana Strategis Bisnls 5 tahunan 

16 Pembiayaan 5 tahunan Kebijakan Pembiayaan 5 tahunan adalah Ada gambaran pembiayaan 10 
gambaran mengenal pemblayaan tahunan tahunan untuk 5 tahun kedepan 
yang dlbutuhkan selama 5'tahun kedepam Tldak ada gambaran pemblayaan 0 

tahunan untuk 5 tahun k_,,.,,, 

17 Penanggung jawab program Penanggung jawab program adalah Ada penanggung jawab pada 10 
personal yang bertanggung jawab terhadap setlap oroaram stratAnls 
program strategls Tldak ada penanggung Jawab 0 

Dada nrnnram strateals 

18 Prosedur Pelaksanaan Prosedur petaksanaan program adalah Ada kebiJakan prosedur 10 
program kebijakan tentang prosedur petaksanaan nAIAksanaan D/'Ollram 

program Tldak ada kebljakan prosedur 0 
.,..laksanaan oroaram 

;.�ti; , f�;,1�)�:J.!�t\fi.� .. <!"· � ,·,· ,. � 

.. I l••:� -\;,.�..i,��I '';,;!:;.\1:� .... �t,•1 .. , ,.; .,. ; • ..&'"" ,: ·.: . , ..-.�. '.., .... ·'(;:' >.!fili!Gl -· " ·- �.,. .... ' ' 19 Proyekal arus kas Proyeksi arua kas adalah gambaran menga- Ada gambaran mengenai arua 10 
nal kas masuk dan kaa keluar selama 5 kas 5 tahun kedeoan 
tahun kedepan sesual dengan target Tidak ada gambaran mengenal 0 
klnerla arus kas 5 tahun kedeoan 

20 Proyeksl neraca Proyeksi neraca adalah gambaran menge- Ada proyeksi neraca untuk 5 tahun 10 
nai perklraan besaran setiap komponen kedeoan 
dalam neraca untuk 5 tahun kedepan Tldak ada proyeksi neraca untuk 0 

5 tahun kedepan 

21 Proyeksl laporan operasionaV Proyeksl laporan operaslonal adalah Ada proyeksl laporan operasional 10 
aktivttas gambaran mengenal perklraan besaran untuk 5 tahun kedeoan 

komponen leporan operaslonal untuk 5 Ttdak ada proyeksl laporan 0 
tahun kedepan aktlvltas untuk 5 tahun kedeoan 

22 Proyeksl rasio keuangan Proyeksl rasio keuangan adalah gambaran Ada proyeksl rasio keuangan unM 10 
mengenal perklraan lndeks rasio keuangan 5 tahun kedepan 
untuk 5 tahun kedepan Tldak ada proyeksi rasio keuangan 0 

untuk 5 tahun kedeoan 
\ 

23 Laporan Reallsasi aoggaran Format dan komponen Laporan Reallaasl Format dan komponen laporan 10 
HSual dengan SAP yang sesual dengan pedoman yang ada dalam reallsalli anggaran aeaual dengan 
bel1aku di daerah SAP yang berlaku di daerah Pedoman dalam SAP 

Format dan komponen taporan 0 
: realltlasl anggaran tidak aesual 

dellllan eedoman dalam SAP 

24 Neraca sesual dengan Format dan komponen Neraca sesual Format dan komponen Neraca 10 
peraturan yang bel1aku pada dengan peraturan yang bef1aku pada peme- sesuai dengan peraturan yang 

rlntah daerah dan/atau sesual deni:ian beltaltu 
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pemerlntah daerah dan/atau stander akuntanal yang dltetapkan asoslaal Format dan komponen neraca 0 
sesuai dengan stander profest akuntanll lndonesle tklak sesual dengan peraturan 
akuntanst yang dltetapkan yang bertaku 
asoslasl profesl akuntansl 
Indonesia 

25 Catalan ataa laporan keuangan Format dan kom�n Catalan ataa laporan Format dan komponen catatan 10 
dlbuat sesual dengan pedoman keuangan dlbuat sellual dengan pedoman atas laporan keuangan usual 
yang ber1aku pada pemertntah yang .bertaku pada pemerintah daerah danl t1Annan oedoman ""nn berlaku 
daerah dan/atau stander atau stander akuntanal yang dltetapkan Format den komponen catatan 0 
akuntanal yang dltetapkan alOSiaal profesl akuntanal Indonesia atas laporan keuangan tldak sesual 
asoslasl profesl akuntansl dengan pedoman yang bertaku 
lndoneala 

26 Keaeaualan antara klnefja lndlkator klne,ja, target klnerja dan klnerja lndikator kerja, target klnerja dan 10 
keuengan dangan lndlkator keuangan dalam laporan keuangan sesual klne�a keuangan dalam laporan 
yang ada di rencana strategls atau sejalan dengan lndlkator klnerja, target keuangan aesuai atau aejalan 

klnerja den target klnerja kauangan dalam dengan lndlkator klnerja, target 
rancana strategla blanls klnerja dan target klnerja keuengen 

dalam rencana strataals blanls. 
lndlkator klnerja, target klnerje dan 0 
klnerja keuangan dalam laporan 
keuangan Udak sesual atau Udak 
sejalan dengan lndlkator klne�a. 
target klnerja din target klne�a 
keuangan dalam rencana strategls 
blsnls 

27 Prognosa/proyekal laporan Format dan komponen Prognoaa/proyekai Format dan komponen Prognosa/ 10 
operaslonal sesual dengan Laporan operaalonal aesuai dengan atandar proyeksi Laporan operastonal 
stander akuntansl akuntanai yang bertaku aesual dengan stander akuntanal 

vano berlaku 
Format dan komponen Prognosa/ 0 
proyekal Laporan operaslonal tldak 
sesuai dengan standar akuntansi 
vana ber1aku 

, 

28 Prognoaa/proyekal neraca Format dan komponen dalam Prognoaa/ Format dan komponen dalam 10 
Hlual dengan stander proyekal neraca sesual dengan stander Prognoaa/proyeksl neraca sesual 
akuntanal yang dltetapkan oleh akuntanai yang dltetapkan oleh aaoalaal dengan atandar akuntansl yang 
asollaal profeli akuntanal profeal akuntanal Indonesia dan/atau dltetapkan oleh eaoaiasl profeai 
Indonesia dan peraturan pada peraturan pade pernerintah daerah yang akuntansl Indonesia danlatau 
pernerintah daerah yang bertaku peraturan pada pemerlntah daerah 
ber1aku vana berlaku 

Format dan komponen dalam 0 
Prognosa/proyeksi neraca sesual 
dengan standar akuntansi yang . dltetapkan oleh asosiasi profesi 
akuntansi Indonesia dan/atau 
peraturan pada pemerintah daerah 
vano bertaku 

29 Fokus Adalah SPM yang keglatan pelayanannya SPM fokus peda Janis dan mutu 10 
fokus pada jenls dan mutu pelayanan untuk pelayanan untuk menunjang 
rnenun)ang tupoksl tuooksl 

SPM fokus pada mutu pelayanan 8 
tetapl tldak fokus pada Jania 
""lava nan 
SPM fokua pada jenls pelayanan 6 
tetapl tldak fokua pada mutu 

\ DAIIIV11nan 
SPM tklak fokua pada Jania dan 4 
mutu oelavanan 

-: Tldak ada SPM 0 
30 Terukur Keglatan yang pencapalannya dapat dlnllal Ada nominator dan denominator 10 

seaual dengan atandar yang telah ditetapkan yang mampu memunculkan nllal 
aebaaal tolak ukur pencapalan 
Tidak Ida nominator dan denoml- 0 
nator untuk memunculkan nllai 
sebagal tolak ukur pencapalan 

., 
•' 



u, 
ex, 

u, co 

31 Oapat dlcapal Keglatannya nyata, reaNstls, tlngkat pen- Keglatan berllfat nyata, rellslla den 10 
capalannya dapat dlukur tinnlult terukur 

Keglatan berslfat nyata, tlngkat pen- 8 
capalannya dapat diukur, tetapl 

: tidak reallatia 
Keglatan tidak dapat dlukur dan 0 
tidak reallatla 

32 Relevan dan dapat dlandalkan Relevan dan dapat dlandalkan artlnya Relevan dan daMI dlandalkan 10 
keglatan yang aejalan dengan kebutuhan Tldak relevan dan tldak dapat 0 
maayarakat dan organlaasl, berkattan dan dlandalkan 

lt1•""t di--- untuk menunfana hinl'lksi 

33 Kerangka waktu Kerangka waktu artlnya kejelaaan dan Ada kerangka waktu yang jefaa dan 10 
ketepatan waktu pefaksanaan keglatan tepat 

Ada kerangka waktu tetapl tldak 8 
rincl 
Tldak ada keranaka waktu 0 

34 Kelengkapan jenfa pelayanan Janis pelayanan yang dlbertkan oleh SKPD Jania pelayanan seaual dengan 10 
�al dengan SPM yang sesual dengan standar pelayanan minimal SPM wna bertaku 
dlberlakukan yang berlaku Jenl1 pefayanan tidak sauai dengan 0 

SPM vana beflaku 

35 Kattan antara SPM dangan Ada hubungan yang Jefaa antara SPM Ada hubungan yang Jefaa antara 10 
Rencana Strategfa Bfsnls dan dengan Rencana Strategls Blanls dan SPM dengan Renatra Bfanls dan 
Anggaran tahunan anggaran tahunan SKPD/unlt kerja Anaoaran 

Tldak ada hubungan yang jefaa 0 
antara SPM dengan Renatra Blsnla 
dan Anggaran 

,,,·,--,,:,� 
38 l.egltlmaaf Kepal Daerah Keabaahan dokumen SPM yang dltandal Ada tanda Ull10.llln Keaata Oaerah 10 

dangan adanya tanda tangan Kepafa Daerah Tldak ada tanda tangan Kepafa 0 
Daerah 

37 Hasif audit tahun terakhlr ofeh Haall audit tahun terakhlr ofeh BPK sebelum Ada hasll audit 10 
BPK sebelum mengajukan mengajukan sebagai BLUD Tldak ada hasU audlt lihat poin 
llflhaaai BLUD berlkutnva 
A tau 

37.a �nualan dengan format Format pemyataan bersedla dlaudil sesuai Format sesuai 10 
,�'t': 

dileta� • . �enaan """" telah dftetapkan Format Udak sesual 0 ' ·,.,. ..... ,--;, ·.-.,,�.;.w.·,_·/: . _.J2a•��r�tJ. {If" .. f'Wl·!.7� 

Dltandatanganl oleh Kepala Pemyataan berledla dlaudft dltandatanganl ,�···'"· 37.b Surat Pamyataan dltandatangani 10 
SKPD/Unlt Kerja dlketahuf oleh Sekda atau Kepala SKPO ofeh Sekda atau Kepala SKPD 
oleh Sekda atau Kepala SKPO Surat Pemyataan lidak dilanda- 0 

tanoanl oleh Sekda atau KA0.11la SKPD 
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Deflnl•I Operaelonal 
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1 Keseualan dengan format Keseaualan dengan format yang dltetapkan Sesual 10 

yang ditetapkan adalah antara format yang dlajukan sesual Tidak sesual 0 
dengan format dalam lampiran Permendagri 
Nomor 61 Tahun 2007 

2 Dltandatanganl oleh kepala Adalah format yang sudah terill lengkap dan Jlka dltandatanaani 10 
SKPD/Unit kelja dan dlketahut dltandatanganl oleh kepala SKPD/Unlt K91ja Jlka tidak dltandatanganl 0 
Sekda atau kAMIB SKPD serta diketahul Sekda atau KAMla SKPD 

3 Struktur Organlsasl Struktur o,ganlsasl menggambarkan poslsl Ada struktur dan lengkap, sesual 10 
jabatan yang ada pada SKPD & hubungan dengan Permendagri Nomor 61 
wewenang atau tanggung Jawab Tahun 2007 

Ada struktur dan kurana lenakaD 6 
Tkfak ada struktur 0 

4 Prosedur ke�a Prosedur Kerja menggemb11rkan wewenang Ada DmAfKIUr vana 1enakaD 10 
atau tanggung jawab maalng-masing Ada wewenang dan tanggung Jawab, 6 
Jabatan dan proaedur yang dilakukan dalam namun prosedur pelaksanaan tugas 
pelaksanaan tugasnya tldak lenakao 

Ada prosedur kerja, tetapi tidak ada 4 
wewenana dan tannnuna IAwlob 
Tidak ada nrnAA<lur keria 0 

1.0 

1.6 

1.0 

1.0 

20 
2.0 

u 

1.0 
1.0 
1.0 
2.0 

8.0 

a.-�• ...... D --RP.M> ... - -- ...... - _ _ 
'.!!..���- 

.. _ ....... _ 

......., __ --1 
-..11r 2001 ... __.. _ ---- ---111<!'1) .. -� 

... -- ............ ......., __ IOAio 
d.-lOM(-NII __. _ 

_,,....,_ 
--. lonlontl-. -111- ,.... ... llluk....,.. r.wwddln ......._ _ 

,.�, . ·---­ - b.--,-- .. unl1 ---·- ---) .. ........_. 
....... 11111 . 

- 
........ lllliflbn -- 

211 

- - - -.. 
.-Tllol<IIGI.I 

·-­ - 
1.0 
1.0 

0) ..... 

� •· IWMlllilrM PNWMI lmnwr-, __ _,_ ·- .. ---- . �- ,,.,..,..- Pr--­ ·- __ ,., _ - -·-- � . ··- -�-- ' 

1.0 
1.0 
u o., 
o., 
o., 
o., o., 
e.s 

1�r:!o�':,:·r{�tti· 



O> 
N 

3.0 �- ----....-... __ .,..,,___ ---·-­ ___ __... -...-- 1.-. 
2.0 

2.0 

� -llpofln •. � -llpofln-.gan ""- .._ _ ...._ ,,..,.._.. 
yang._ ...... .......,._ _..._ __ - .......... -...- --. b K--.ld-i,, ._...._ __ ...... __ 

. . _ . -�1'-!.;)..�ii.f;4,)l ' .t:J '""� ;"·� ·"'MMl!li •• iiiiiiiiiilifil�WB••••lleUllltll!! ... ,M .... w; ·.w. "'iMi::11. '&!� 
5 -p-- 20% IIPMyang_,. a. F.... . 1.0 

Ml- ..,_jonladM b. Tonm. U 
rnutu polayanan •. Dapal clcapal 0.5 d. R_.,dan..,,.._ 1.0 

•• 1 .......... .-. 0.5 

··�-� 1.0 - danQlln &PM yang ··----­ R-,tnilogll-dan , 
_ 4.0 

1.0 

10,t 
2.D 

5.0 


